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PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN WALIKOTA BATU 

 

NOMOR 53 TAHUN  2019 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  BATU, 
 

Menimbang   : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kota Batu Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;  

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4118); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

SALINAN 



Halaman 2 dari 14 hlm… 

 

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019; 

15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019. 
            

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

2. Walikota adalah Walikota Batu. 

3. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Pedoman Penyusunan RKA SKPD adalah 

Pedoman yang digunakan dalam Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 

di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ 

pengguna barang. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP 

SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan 

rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai 

dasar penyusunan APBD. 
 

Pasal  2 
 

(1) Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini adalah 

sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Perubahan di Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun 

Anggaran 2019. 

(2) Tujuan penyusunan Pedoman Penyusunan                    

RKAP SKPD adalah agar penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Perubahan di Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun 

Anggaran 2019 dapat disusun secara tertib dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, transparan, efektif, dan efisien. 
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Pasal 3 
 

(1) Ruang lingkup Pedoman penyusunan  RKAP SKPD 

Tahun Anggaran 2019 meliputi: 

a. prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019; 

b. prinsip Penyusunan APBD Tahun Anggaran 

2019; 

c. kesesuaian dengan KUA/PPAS Perubahan; 

d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan; 

e. kesesuaian dengan RKPD Perubahan dan Renja 

Perubahan SKPD; 

f. kesesuaian dengan Peraturan Perundangan lain; 

g. kebijakan pendapatan daerah; 

h. kebijakan belanja daerah; dan 

i. hal-hal khusus lainnya. 

(2) Ketentuan mengenai rincian ruang lingkup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.  

 

 

              Ditetapkan di  Batu 
       pada tanggal 2 Agustus 2019 
   

WALIKOTA BATU, 
 

 
ttd 

 
 

DEWANTI RUMPOKO 
 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal    2 Agustus  2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 
 

ttd 
 
 

ZADIM EFFISIENSI 
 
 

 

 BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 53/A  
 


